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Penelitian in dilatarbelakangi oleh beberapa data mengenai kondisi dari 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) di Kota 
Parepare, dalam hal ini dalam proses penyusunan R-APBD khususnya tahun 2013. 
Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa proses penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)  di pemerintah Kota Parepare ini 
mengalami hambatan, seperti dalam hal penyusunan APBDTahun 2013  yang 
terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan 
dan pengelolaan APBD Tahun 2013. 
 
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Proses 
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 
khususnya Tahun 2013 Kota Parepare dan kesesuaiannya dengan Pedoman 
Penyusunan APBD Pemerintah Pusat .  Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya pada Penyusunan Rancangan APBD 
berdasarkan pendekatan Bottom Up dan Top Down . Instrumen pengumpulan data 
adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen. Lama 
penelitiannya sekitar 1 bulan. Teknik analisisdata dalam penelitian ini dilakukan secara 
kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa padaProses Penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Parepare 
mengalami hambatan sehingga penyusunan hingga penetapannya tidak tepat waktu 
sesuai dengan Pedoman Pemerintah Pusat. Sehingga proses penyusunan R-APBD 
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                This studyis motivated by some of the data on the conditionsof preparation of 
the Draft Revenue and Expenditure Budget (R-budget) in the City of Pare-Pare, in this 
case the R-budget preparation processing particularin 2013. Reality of the matter 
shows that the process of preparing the Draft Revenue and Expenditure Budget (R-
budget) in the City of Pare-Pare is delayed, as in the case of the preparation of the 
2013 budget year late or on time, so it affects the implementation and management of 
the budgetin 2013. 
 
                 In general, this study aims to describe the process of preparation of the Draf 
t Revenues and Expenditure Budget (R-budget), particularly in 2013 City of Pare-Pare 
and Budgeting Guidelines for compliance with the Central Government. This study use 
s a qualitative descriptive research type. Focused his research on the draft budget is 
based approachand Top Down and Bottom Up. Data collection instruments were 
interviews and observations at the location and also based on the document. About 
1month long research took time.Techniques of data analysis in this study was done 
qualitatively. 
 
                 These results indicate that the process of preparation of the Drafting of 
Revenue and Expenditure (R-budget) in 2013 Parepare encountered obstacletoits 
adoptionso that the preparation is not timely in accordance with the Guidelines for the 
Central Government. So that theR-budget preparation process based approach and 
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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun 
untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Strata 1 pada 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin dengan mengambil judul “Proses Penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Parepare .” Shalawat 
serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun 
penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena 
itu, dengan kerendahan hati penulis akan menerima kritikan dan saran yang bersifat 
membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan serta bantuan 
dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil.  Karena penulis yakin 
tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih dan 
penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa 
hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Abdul Rivai Arafah 
dan Ibunda tersayang Chadidjah Maidin (alm) yang selalu memberikan yang terbaik 
serta mendoakan anaknya demi kebahagiaan dan kesuksesannya sejak lahir, kini dan 
nanti. Terima kasih atas limpahan kasih sayang yang selama ini diberikan kepada 
penulis, terkhusus almarhumah ibu tercinta yang kini genap setahun wafatnya beliau 
semoga mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT. Serta kakak tersayangYaumil 
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Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
3. Bapak Prof. Dr. Sangkala, MA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP 
Universitas Hasanuddin. 
4. Bapak Prof. Deddy T. Tikson, P.hD selaku pembimbing I yang senantiasa 
memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis, terima kasih atas segala 
bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Atta Irene Allorante, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa 
memberikan pengarahan dan ilmunya kepada penulis, terima kasih atas masukan 
yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak Prof. Haselman, M.Si, Dr. Muhammad Rusdi, M.Si dan Bapak Drs. H. 
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8. Para Dosen Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin yang telah 
memberikan bekal ilmu, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan, 
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Universitas Hasanuddin. 
10. Sekretaris Daerah Kota Parepare dan para staf, Kepala Bappeda dan Ketua 
DPRD Kota Parepare yang selalu ramah kepada penulis selama melaksanakan 
penelitian, terima kasih segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama 
penelitian. 
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M. Nasir Maidin. MA, Prof. Dr. Dr. M. Alimin Maidin, MPH, M. Zulkifli Maidin, 
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Denden, Okta, Yunus, Alim, Rizal, Roni, para perempuan cantik, Fera, Mita, 
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Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah 
dan disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah merupakan pelimpahankekuasaan pemerintah pusat 
baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat 
didaerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah 
pusat antara lain politik luar negeri,  moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, 
keamanan,  dan yudisial.  
Pelimpahan kewenangan itulah yang kita namakan dengan otonomi daerah. 
Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena 
pusat kekuasaan tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era 
sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah.  
Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 
pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab secara 
langsung untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan daerah sendiri.Tujuan otonomi daerah adalah untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi 
kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih 
efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah 
masing-masing. 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi 
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pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan 
kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban 
publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya 
merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta 
tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada 
pencapaian tingkat kinerja tertentu, artinya APBD harus mampu memberikan 
gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran 
dan tujuan yang ingin dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, 
potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dari masyarakat dalam setiap tahunnya. Dengan 
demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan 
kegiatan pemerintah daerah untuk masyarakat dapat memberikan manfaat yang 
benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan 
publik. 
Sementara dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum 
dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang dasar 1945, maka dibentuk 
pemerintahan Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai 
bidang. Penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut 
menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam merumuskan kebijakan perencanaan, 
pengelolaan, dan pengawasan terhadap bidang keuangan. 
Hal ini dimaksud perlu dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab demi 
kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan  Belanja Negara 
(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
Indonesia sebagai suatu Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan 
hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan Negara berdasarkan konstitusi, maka 
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sistem pengelolaan keuangan Negara harus sesuai dengan aturan pokok yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 1 sebagaimana 
disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun 
dengan Undang-Undang. 
Dalamera otonomi daerah yang digulirkan pemerintah saat ini memberikan 
kesempatan seluas-luasnya bagi daerah dalam mengelola sumber daya yang 
dimilikinya, untuk dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang 
sedang berlangsung di daerah masing-masing. Pengelolaan sumber daya tersebut 
diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), maupun 
sumber daya lainnya. Penggunaan secara optimal diharapkan mampu memberikan 
hasil yang maksimal bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan 
instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum 
dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah 
harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat 
mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi daerah masing-
masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi 
kepada masyarakat. 
Dengan demikian maka APBD merupakan alat/wadah untuk menampung 
berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program 
yang telah melalui perumusan  APBD yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan 
oleh masyarakat. 
Agar dapat menjadi efektif untuk menampung aspirasi dan keinginan 
masyarakat,  maka tahappenyusunan APBD atau perumusan rancangan 
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APBD,penetapan APBD, pelaksanaan APBD serta perhitungan APBD harus sesuai 
dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah dengan diikuti 
pengawasan dan pengendaliannya. 
Tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) dan penetapan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun 
arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat 
dan berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan/atau perencanaan 
daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di 
bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan menjadi Peraturan Daerah 
tentang APBD paling lambat 1 bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara ditetapkan. 
Tahap pelaksanaan APBD terhadap waktu yang digunakan adalah kurun 
waktu satu tahun anggaran berjalan yang dimulai pada 1 januari dan berakhir pada 31 
desember tahun anggaran yang bersangkutan. Tahap perhitungan anggaran waktu 
yang digunakan adalah tiga bulan setelah berakhirnya pelaksanaan anggaran. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dapat terjadi 
ketika dalam perkembangan pelaksanaan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yakni dapat berupa terjadinya pelampuan atau tidak 
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan 
penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA maka kepala daerah harus 
memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut 
dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan (RKUP) serta Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPS) atas perubahan APBD tersebut. 
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Proses penetapan R-APBD dan/atau APBD di Kotamadya Parepare 
merupakan tugas dan fungsi dari Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini bagian 
keuangan yang bertanggung jawab kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Parepare. Salah satu tugas yang haru diemban oleh Pemerintah 
Kota adalah melaksanakan pembinaan teknis operasional di bidang penyusunan 
formulasi kebijakan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta pengelolaan administrasi keuangan daerah. 
Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa proses penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)  di pemerintah Kota Parepare ini 
mengalami hambatan, seperti dalam hal penyusunan APBDTahun 2013  yang 
terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan 
dan pengelolaan APBD Tahun 2013. 
Dengan masalah tersebut diatas, kiranya dapat menjadi perhatian Pemerintah 
Daerah Kota Parepare yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan dan pembangunan di daerah ini. 
Dengan demikian, berdasarkan proses penyusunanR-APBD yang terjadi di 
Kota Parepare oleh karena itu maka dalam penelitian ini penulis memilih judul : 
“Proses PenyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-
APBD) Tahun 2013 Kota Parepare” 
I.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian  yang 
menjadi fokus pehatian adalah : 
Bagaimana mekanisme penyusunan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Parepare? 
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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I.3.1  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah 
yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : 
Untuk menjelaskan mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Parepare Tahun 2013 di 
Pemerintah Kota Parepare apakah yang di dalam pelaksanaannya telah 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
I.3.2  Manfaat Penelitian  
Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk di 
gunakan sebagai berikut : 
a) Manfaat Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini di harapakan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya Ilmu Administrasi (study kebijakan publik) dan sebagai bahan 
masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik  
dalam bidang penelitian yang sama. 
b) Manfaat Praktis  
Secara praktis, diharapakan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 
positif bagi pihak pemerintah kota Parepare dalam pelaksanaan penyusunan 











II.1 Konsep Penganggaran 
   Penganggaran adalah salah satu fungsi dari manajemen, dalam ilmu 
administrasi, manajemen adalah bagian dari ilmu administrasi.Dalam konteks 
penganggaran sektor publik dalam hal ini adalah APBD merupakan salah satu 
kajian dalam ilmu administrasi khususnya administrasi Negara karena 
merupakan ruang lingkup dari ilmu administrasi. 
II.1.1  Pengertian Anggaran dan Anggaran Sektor Publik   
Pada prinsipnya anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang 
mencerminkan semua unsur kegiatan operasional dalam suatu perusahaan 
atau lembaga secara terperinci. Oleh karena itu diperlukan koordinasi  serta 
pengawasan agar pelaksanaan dari rencana tersebut tidak menyimpang dari 
yang telah direncanakan sebelumnya. 
Untuk lebih jelasnya pengertian Anggaran menurut Amin widjaja 
Tunggal (1995:1) anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana tindakan 
yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ini dicapai oleh suatu 
organisasi pada masa yang akan datang dalam hubungannya dengan 
pendapatan, arus kas, laporan keuangan dan rencana-rencana lain yang 
relevan dengan hal-hal tersebut. 
Sedangkan Gunawan Adi Saputra dan Marwan Asri (1996:3)  
bependapat bahwa anggaran dianggap sebuah sistem yang otonom karena 
mempunyai sasaran serta cara-cara kerja yang merupakan satu bulatan dan 
yang berbeda dengan sasaran serta cara kerja sistem yang ada. 
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Sofyan Syafri (1997:11) mendefinisikan anggaran dalam arti luas yaitu 
comprehensive profit planning controlyang membagi anggaran bukan saja 
yang bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif, sedangkan dalam arti sempit 
yaitu hanya memuat aspek kuantitatif saja, anggaran ini sebenarnya bagian 
dari pelaksanaan fungsi perencanaan kegiatan yang paling banyak 
dibantunya adalah fungi perencanaan dan fungsi pengawasan. 
Hararap (1997:13) berpendapat bahwa anggaran adalah rencana yang 
sudah digambarkan dalam angka-angka dan standard merupakan rencana 
yang akan dicapai dalam suatu situasi dimana perusahaan berjalan secara 
efektif, efisien dan perhitungan biasanya menggunakan metode ilmiah. 
Sedangkan menurut Arif dkk (2002:1) mengemukakan bahwa kata 
anggaran merupakan terjemahan dari kata budgetdalam bahasa inggris akan  
tetapi kata tersebut berasal dari bahasa prancis bougette yang berarti sebuah 
tas, dan memberikan suatu pengertian anggaran sebagai suatu aktifitas 
mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan 
belanja yang cenderung tanpa batas. 
Sedangkan menurut Sugianto (2005:22) bahwa anggaran adalah 
rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi 
usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode tertentu beserta 
usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. 
Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), 
saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran 
(budget) sebagai berikut: Rencana operasi keuangan, yang mencakup 
estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang 
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. 
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Berdasarkan beberapa ahli yang memberikan definisi tentang anggaran 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran tidak lain adalah suatu 
rencana kerja tertulis yang dinyatakan dengan angka-angka mengenai 
kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk jangka waktu tertentu dan 
biasanya selama satu tahun. 
II.1.2 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 
  Telah dikemukakan diatas bahwa telah terjadi perkembangan-
perkembangan dalam sistem  penganggaran yang tujuannya adalah agar 
sistem penganggaran semakin dapat mengakomodasi berbagai prinsip yang 
ada dengan kualitas yang semakin tinggi. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis 
anggaran : 
1. Line-item Budgeting 
Line Item Budgeting adalah proses penyusunan anggaran didasarkan 
pada dan dari mana dan berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa 
dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif 
dianggap paling tuah dan banyak mengandung kelemahan atau sering 
pulah disebut ‘traditional budgeting’. Walaupun tak dapat disangkal ‘line-
item budgeting’ sangat populer penggunaannya karena dianggap mudah 
untuk dilaksanakan. 
2. Incremental Budgeting 
Penganggaran dengan metode ini pada dasarnya menggunakan line 
item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau 
mengurangkan nilai anggaran dari tahun sebelumnya. 
Metode ini banyak digunakan oleh Negara kaya dan dalam situasi 
ekonomi politik yang relatif stabil. Kondisi pendapatan yang terbatas dan 
25 
 
keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat cara ini tidak efektif karena 
kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya tidak bisa dibuat sesuai 
dengan kondisi nyata dan kemungkinan adanya pendapatan dan belanja 
yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan. 
3. Revenue Budgeting 
Penganggaran dengan metode revenuedengan dasar kemampuan 
suatu Negara untuk memperoleh pendapatan.Selanjutnya disusun 
belanja sesuai dengan kemampuan tersebut.Apabila disusun anggaran 
belanja sesuai dengan kemampuan memperoleh pendapatan Negara, 
anggaran tersebut berimbang, selain itu apabila melebihi pendapatan 
Negara, anggaran belanja tersebut disebut anggaran 
pengeluaran.Metode ini efektif digunakan oleh suatu Negara yang sangat 
terbatas pendapatannya, tetapi situasi ekonomi dan politiknya relatif 
stabil. 
4. Repetitive Budgeting 
Metode penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahun 
ketahun sebelumnya karena adanya kondisi yang tidak stabil di bidang 
ekonomi dan politik. Pertimbangan memakai metode ini karena tidak 
memungkinkan menyusun dengan metode lain karena situasi yang tidak 
stabil. Dari pada membuat anggaranyang tidak memadai, lebih baik 
menggunakan anggaran tahun lalu yang tentunya juga tidak sesuai. 
5. Supplemental Budgeting 
metode ini digunakan dengan caara membuat anggaran yang 
membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara luas. Cara ini 
dilakukan apabila Negara tidak ada kesulitan pendapatan Negara, tetapi 
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memiliki kendala administrasi. Kelebihan metode ini adalah 
menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata yang sedang berlangsung 
akan tetapi, kelemahan metode ini adalah ketidakjelasan arah prioritas 
dari belanja Negara. 
6. Planning Programming Budgeting System 
Metode PPBS dikembangkan untuk para pengambil keputusan 
berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah.Metode ini dilakukan 
karena adanya keterbatasan pendapatan dan banyaknya belanja 
merupakan pertimbangan dilakukannya analisa biaya dan manfaat. Untuk 
itu pilihan yang menghasilkan manfaat yang besar akan diambil lebih 
dahulu. Dengan kata lain penyusunan sesuai daftar prioritas berdasarkan 
program yang memiliki manfaat yang terbesar, dan memerlukan waktu 
yang lama dan secara teknis sulit dipraktekkan karena mengukur manfaat 
dengan menilai uang tidak mudah. 
Adanya standar ini yang disampaikan kepada legislatif akan 
memudahkan fungsi pengendalian dan pengawasannya. Penganggaran 
ini disusun dengan pendekatan fungsi sehingga program yang sama 
antar unit bisa dijadikan satu sehingga tidak ada tumpang tindih antar 
departemen dan juga mengukur biaya dan manfaat dalam jangka panjang 
sehingga alokasi sumber daya untuk jangka waktu tersebut dapat 
dimanfaatkan, serta anggaran selama beberapa tahun bisa disusun 
berdasarkan analisis ini. 
7. Zero Base Budgeting 
Sesuai dengan namanya, anggaran disusun dari nol meskipun pada 
tahun sebelumnya, telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran ini 
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tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga sering dijumpai 
program yang tidak efektif. 
Model dari ini dibuat dengan decision package atau suatu dokumen 
yang menggambarkan informasi terkait dengan efek dari berbagai 
alternatif kegiatan prosesnya adalah pertama, pengidentifikasian unit 
keputusan yang akan melaksanakan program. Kedua, pengembangan 
paket keputusan program yang direncanakan dan juga dinyatakan dalam 
program itu tersebut dijalankan atau ada alternatif yang terpisah. Ketiga, 
membuat peringkat unit keputusan yang membutuhkan dana banyak dan 
rendah.  
Keuntungan dari metode ini menghapus tidak efektifnya satu 
program, memungkinkan program baru, pada setiap aktivitas ada tujuan 
yang jelas dan melibatkan seluruh level.Akan tetapi kerugian adalah 
terlalu optimis bahwa perhitungannya mudah, tidak mudah 
mengkonsolidasi unit dan tingkatan. 
8. Performance Budgeting 
Dengan metode ini anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang 
dapat diukur dari berbagai kegiatan.Faktor penentu dari kegiatan ini 
adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan 
standar biaya yang dapat dipakai dalam menyusun anggaran tahun 
berikutnya dan disesuaikan dengan pertimbangan logis. Kelebihan 
metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan 
adanya standar biaaya dari masa lalu 
II.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik 
Halim (2002:13) memberikan fungsi anggaran sebagai berikut:  
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a. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu 
periode dimasa yang akan datang. 
b. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan 
yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran Negara 
dijalankan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
c. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan 
pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya 
karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggung jawabkan 
pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Sementara menurut Arif (2002:16) bahwa fungsi anggaran adalah: 
1. Sebagai pedoman pengelolaan Negara, anggaran mengambarkan 
rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan Negara 
dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat 
mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pemangunan dengan 
melihat ekspektasi pendapatan dalam periode tersebut. 
2. Sebagai alat prioritas, jumlah pendapatan dangat terbatas sementara 
belanja selalu meningkat. Sering kali terjadi di berbagai daerah berupa 
estimasi pendapatan dibuat secara konservatif sedangkan didalam 
penyusunan anggaran belanja suatu unit dibuat tinggi atau meningkat dari 
tahun ketahun. Untuk itu pemerintah harus membuat skala prioritas 
berdasarkan tingkat kepentingan dari belanja Negara tersebut. 
3. Sebagai alat negosiasi politik, adanya sumber daya keuangan yang 
dikelola pemerintah merupakan sarana negosiasi politik dengan parlemen 
yang terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki tujuan berbeda. 
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Secara tradisional prinsip penganggaran yang terkenal dengan apa 
yang disebut “3 S” yaitu ekonomis, efisien dan efektif lebih lanjut dijelaskan 
bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektifitas berkaitan dengan 
output sedangkan efisiensi berkaitan dengan input dan output. Dengan 
demikian prinsip terdapat juga dalam sistem penganggaran pemerintahan. 
II.1.3   Prinsip-prinsip pokok Penganggaran Keuangan Daerah 
Selanjutnya World Bank dalam  Fauzi Miraza (2004:33) telah 
menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam hal penganggaran keuangan daerah 
yaitu : 
a. Komprehensif dan Disiplin 
Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang bisa mnejamin 
terciptanya disiplin pengambilan keputusan.Oleh karena itu anggaran 
daerah harus disusun secara komprehensif, atau dalam arti 
menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan 
yang dihadapi, analisis keterkaitan antara masalah yang mungkin 
dihadapi, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyaim dan mencari 
cara-cara wajar dan terbaik dalam memecahkannya. 
b. Fleksibilitas  
Sesuai dengan ketersediaan informasi yang dimiliki, pemerintah daerah 
harus diberi keleluasaan yang memadai.Tetapi keleluasaan ini tentulah 
pada tingkat tertentu saja.Meskipun petunjuk dan arahan dari 
pemerintah pusat selalu ada, namun harus diterapkan secara hati-hati 
artinya jangan sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerh itu sendiri. 
c. Terprediksi  
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Kebijakan perlu diprediksi karena ini menyangkut faktor-faktor penting 
dalam meningkatkan kualitas implementasi anggaran daerah. 
d. Kejujuran 
Kejujuran juga sangat dibutuhkan terutama mengenai keberadaan 
proyeksi penerimaan dan pengeluaran. 
e. Informasi 
Ini merupakan basis kejujuran, terutama dalam proses pengambilan 
keputusan yang dianggap baik. Makanya pelaporan yang tertata dan 
teratur tentang biaya dan output serta dampak terhadap suatu kebijakan 
adalah hal yang sangat penting. 
f. Tranparansi dan Akuntabilitas 
Hal ini sangat berarti karena selain merupakan keterbukaan mengenai 
sudut pandang, transparansi juga mensyaratkan bahwa perumusan 
kebijakan mempunyai pengetahuan tentang masalah dan informasi yang 
relevan sebelum kebijakan dijalankan. Sedangkan akuntabilitas 
menekankan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai 
mandate yang diterimanya. 
 Dari prinsip-prinsip pokok tersebut menjadi koridor yang penting 
bagi segenap pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan 
anggaran daerah, dan instansi pemerintah karena prinsip-prinsip pokok 







II.2  Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
II.2.1   Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 Menurut Freeman dalam Nordiawan, dkk (2003:19), anggaran adalah 
sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mengalokasikan 
sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas 
(the process of allocating resources to unlimitied demands).  
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat 
untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta 
memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu 
menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.  
  Berbagai definisi dari para ahli dan undang-undang mengenai APBD : 
  Pengertian APBD menurut Bastian (2006:189) “Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah 
Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan 
berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”. 
  Sementara yang dikemukakan oleh Nordiawan, dkk (2007:39), “APBD 
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh 
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. 
  Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005:61), “Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi 
pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah 
menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan 
efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar 
pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan 
perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan 
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datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, 
alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas 
dari berbagai unit kerja”. 
  Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah” 
  Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 
1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 desember”. 
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan 
Negara).  
Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola 
dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam 
rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan 
pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas 
Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. 
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu 
tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan 
Daerah dan semua Belanja dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam 
tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan 
untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua 
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pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang 
ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan 
keuangan daerah, maka APBD juga menjadi dasar bagi kegiatan 
pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. 
Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 
1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. 
Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah 
dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. 
   II.2.2  Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
             Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 
1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 
Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang 
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. Dana Perimbangan; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Perincian selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain PAD yang sah. 
Lain-lain PAD yang sah terdiri dari: 
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a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang 
tidak dipisahkan; 
c. Jasa giro; 
d. Pendapatan bunga; 
e. Keuntungan ganti rugi; 
f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
g. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 
Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari: 
a. Dana Bagi Hasil (DBH); 
b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan adalah Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan 
lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang 
merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal 
dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 
negeri yang tidak mengikat. 
2. Belanja Daerah 
Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan 
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kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh daerah. 
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menajdi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota 
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan 
dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan 
adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi,kekhasan, dan 
potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib 
tersebut dprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 
mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan 
masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar 
pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan 
kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi 
disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah. 
Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari: 
a. Klasifikasi berdasarkan urutan pemerintahan; 
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b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. 
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan 
menurut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 
Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan Negara 
digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan 
keuangan negara terdiri dari: 
a. Pelayanan umum; 
b. Ketertiban dan keamanan; 
c. Ekonomi; 
d. Lingkungan hidup; 
e. Perumahan dan fasilitas umum; 
f. Kesehatan; 
g. Pariwisata dan budaya; 
h. Agama; 
i. Pendidikan; serta 
j. Perlindungan sosial 
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan 
klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 






g. Bantuan sosial; 
h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan 
i. Belanja tidak terduga. 
Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja 
berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. 
Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin 
(operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta 
pengeluaran tidak disangka. 
1. Anggaran Belanja Rutin 
         Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan  untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus, 
yang dmaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan 
memelihara hasil-hasil pembangunan. 
         Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola 
keuangan daerah, maka belanja rutin dprioritaskan pada optimalisasi 
fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. 
 Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan 
pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada output). Hal tersebut 
bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara 
kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh. Belanja rutin terdiri 
dari: 
1. Belanja administrasi umum 





2.Anggaran Belanja Pembangunan 
 Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang 
disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan 
perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. 
Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan 
didasarkan atas alokasi sektoral (sektor/subsektor) pajak dan retribusi 
daerah. Belanja pembangunan terdiri dari: 
1. Belanja Publik. Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 
langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal 
yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang 
mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan 
terjadinya penambahan aset daerah. 
2. Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara 
langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara 
langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya 
penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja 
aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode 
berjalan dan periode yang akan datang. 
3. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah 
daerah dengan kriteria: 
a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa 
seperti terjadi transaksi pembelian dan penjualan. 
b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, 
seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman. 
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c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya 
yang diharapkan pada suatu investasi. 
d. Pengeluaran transfer ini terdiri atas: angsuran pinjaman, dana 
bantuan dan dana cadangan. 
3.   Pembiayaan Daerah  
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari 
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
 Penerimaan pembiayaan mencakup: 
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman; dan 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 
Pengeluaran pembiayaan mencakup: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal pemerintah daerah; 
c. Pembayaran pokok utang; dan 
d. Pemberian pinjaman. 
Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus 




II.2.3  Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
  Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) UU 
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: 
1. Fungsi Otorisasi 
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan 
dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 
2. Fungsi Perencanaan 
Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam 
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
3. Fungsi Pengawasan 
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
4. Fungsi Alokasi 
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
perekonomian. 
5. Fungsi Distribusi 
Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatutan. 
6. Fungsi Stabilisasi 
Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk 





   II.2.4 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
  Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target 
dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang 
akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan 
dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini proses 
distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi 
sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses 
panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati 
tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan 
evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang tampaknya secara praktis 
sering terjadi (Bastian, 2006:188). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja daerah APBD) adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1.Alur proses dan jadwal penyusunan APBD 
Sumber : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
  Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai 
dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun 
anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai 
landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya 
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pertengahan juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan 
umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan 
umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah daerah 
bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dengan peraturan daerah. 
  Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, 
Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada 
DPRD pada minggu pertama bulan Oktober.Pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 
dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan 
kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda RAPBD, DPRD dapat 
mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan 
pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 
Berdasarkan Pasal 186 UU nomor 32 tahun 2004, rancangan Perda 
Kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan 
Peraturan Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan 
oleh kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 
diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan 
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD. 
  Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum 
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tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh 
DPRD terinci sampai dengan unit prganisasi, fungsi, program, kegiatan dan 
jenis belanja. 
  Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang 
diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan 
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya 
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 
  Dari perencanaan anggaran daerah keseluruhan diatas terdiri dari 
beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Tahapan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun 
anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD 
paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan 
umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. 
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan 
oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun 
anggaran berikutnya. 
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan 
DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
4. Kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun 
berikutnya dengan mengacu pada Prioritas dan Plafon Anggaran 





5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas 
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. 
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola 
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang 
APBD berikutnya. 
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai 
dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD 
pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya. 
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang 
APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran 
yang bersangkutan dilaksanakan. 
Sementara itu, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 
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Gambar 2. Proses Penyusunan APBD (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) 
Sumber :Indra Bastian (2006;5) 
II.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan  (APBD-P) 
Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau 
prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah 
ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 
daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan 
keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka 
penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang 
bersangkutan, apabila terjadi : 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya 
harus digunakan dalam tahun berjalan; 
d. Keadaan darurat; dan 
e. Keadaan luar biasa. 
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan 
dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. Keadaan darurat tersebut sekurang-kurangnya menenuhi 
kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
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b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan keadaan darurat. 
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) 
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa 
tersebut adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau 
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 
dari 50% (lima puluh persen). 
Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau 
keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Realisasi 
pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa 
tersebut dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan 
persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 
Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya tahun anggaran. 
Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah berlaku ketentuan seperti halnya evaluasi dan penetapan rancangan 
APBD. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah 
dan DPRD, dan kepala daerah tetap menetapkan rancangan peraturan 
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daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah 
tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat. 
Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan 
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan 
oleh gubernur. 
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan, 
Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang 
perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut 
peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah tersebut dilakukan 
















II.3 Kerangka Pemikiran 
 Melihat fenomena yang terjadi pada proses penetapan Rancangan Anggaran 
pendapatan dan Belanja (R-APBD) tahun 2013 di kota Parepare, maka untuk 
memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti pendekatan Bottom Up dan 
Top Down khususnya mengenai proses penetapan RAPBD dapat menjadi acuan 
dalam penelitian ini. 
Kerangka pemikiran dari penelitian dapat digambarkan secara sederhana 
sebagai berikut : 
Kerangka Konseptual 






   Top Down 
 
Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian Proses Penyusunan Rancangan 


























III.1  Pendekatan dan  JenisPenelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
melakukan wawancara mendalam, yang kemudian hasil wawancara diolah dan 
akan diperoleh data.  
III.2  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di instansiPemerintah Kota dan DPRD kota 
Parepare. 
III.3 Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan 
metode kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas 
mengenai masalah masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan 
data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian kemudian 
menganalisanya dan membandingkan dengan  kenyataan yang ada 
dengan teori, dan selanjutnya menarik kesimpulan. 
2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu 
peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan 
ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif. 
III.4  Fokus Studi 
Fokus studi yang digunakan dalam penelitian ini organisasi 
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III.5  Narasumber atau Informan  
Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah aparatur 
daerahyang menangani langsung atau terkait dalam penelitian ini. Adapun yang 
ingin diteliti adalah proses tahapanRPJMD, RKPD, Kebijakan Umum  APBD 
(KUA), Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS),Nota Kesepakatan, 
Pedoman penyusunan RKA-SKPD,RKA-SKPD, R-APBD, evaluasi Raperda 
APBD oleh gubernur/mendagri hingga Penetapan Perda mengenai APBD. 
Adapun Informan dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Dari pihak pemerintah daerah yaitu, Sekretaris Daerah, Kepala 
Bappeda, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Bagian 
Keuangan. 
b. Dari pihak DPRD yaitu, Ketua DPRD dan Badan Anggaran DPRD 
c. Dari perwakilan masyarakat yaitu Ketua LPM Kelurahan 
III.6  Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah informan atau stakeholders 
yang terlibat langsung dalam proses penyusunan R-APBD yaitubentuk data 
dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen 
dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data data 
yang relavan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Data primer apa sajayang diperoleh dari lokasi penelitian atau data 
yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan variabel 
pelaksanaan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (R-APBD) 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yang 
diperoleh dari laporan-laporan, dokumen dokumen, buku teks, yang ada 
baik pada instansi Pemerintah, DPRD maupun pada perpustakaan yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas. 
III.7  Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Observasi  
Yaitu penulis melakukan kegiatan terhadap proses penyusunan R-APBD 
secara langsung dengan cara non partisipasi artinya peneliti tidak ikut serta 
dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian.  
2. Wawancara mendalam (indepth interview) 
Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dan tatap muka langsung dengan 
beberapa informan seperti stakeholders yang dianggap mengetahui banyak 
mengenai objek penelitian dan perrmasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini sebagai sember data. 
3. Studi dokumen 
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang anakn diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, 
karya tulis ilmiah. 
III.8  Teknik  Analisis Data 
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 Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh 
dilapangan akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data secara 
kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti 
berdasarkan pada laporan laporan, catatan catatan yang ada dilapangan dan 
diuraikan dalam bentuk penggambaran (deskripsi) mengenai permasalahan 






















DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
IV.1  Deskripsi Umum Kota Parepare 
IV.1.1 Keadaan Geografis dan Topografi 
Secara geografis Kota Parepare terletak diantara 3° 57’ 39” – 4° 04’ 49” 
Lintang selatan dan 119° 36’ 24” – 119 derajat 43’ 40” Bujur timur, dengan batas-
batas  wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Dilihat dari letaknya, secara regional Kota Parepare menempati posisi yang 
sangat  strategis, yaitu merupakan titik silang jalur transportasi darat dari utara yang 
merupakan  daerah kaya akan hasil alam/pertanian dan bagian selatan yang 
merupakan sentra jasa/perdagangan karena terdapat ibu kora provinsi. 
Luas wilayah Parepare keseluruhan adalah 99,33 km2,  yang merupakan 
daerah kota terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu hanya 0.16% dari luas 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare sampai tahun 2007, terbagi menjadi 3 
kecamatan, 21 kelurahan, dan mulai awal tahun 2008 dimekarkan menjadi 4 
kecamatan dan 22 kelurahan,  
Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kecamatan dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kelurahan). Dari luas keseluruhan yang ada, 85% merupakan wilayah perbukitan 
dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-500 m. Sedangkan sisanya merupakan 
wilayah pusat permukiman dan kegiatan ekonomi. 
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Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare 
sekitar 28,5° C dengan suhu minimum 25,6° C dan suhu maksimum 31,5° C. Kota 
Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret 
sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan 
Februari. 
Gambaran luas wilayah perkecamatan dalam  Kota Makassar dapat dilihat 
pada tabel  dibawah ini : 
Tabel 1 




1 Bacukiki  66,70 
2 Bacukiki Barat 13,00 
3 Ujung 11,30 
4 Soreang 8,33 
Kota Parepare 99,33 
 Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Parepare 2010 
IV.1.2 Keadaan Demografi  
Berdasarkan hasil Pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk 
Kota Parepare sementara adalah 129.542 orang, yang terdiri atas 63.719 laki-laki 
dan 65.823 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk  2010 tersebut masih tampak 
bahwa penyebaran penduduk Kota Parepare masih bertumpu pada Kecamatan 
Soreang yakni sebesar 33,72 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bacukiki 
Barat sebesar 30,18 persen, Kecamatan Ujung sebesar 24,97 persen dan terakhir 
Kecamatan Bacukiki sebesar 11,13 persen. 
Dengan luas wilayah Kota Parepare sekitar 99,33 km², yang didiami oleh 
129.542 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare adalah 
sebanyak 1.304 jiwa/ Km². Hal ini menunjukkan bahwa Kota Parepare termasuk 
wilayah yang cukup padat penduduknya. Kecamatan yang paling tinggi tingkat 
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kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Soreang yakni sebanyak 5.244 jiwa / 
Km² , sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Bacukiki yakni sebanyak 
216 jiwa/ Km². Secara nasional,  sex ratio penduduk Indonesia adalah sebesar 101, 
yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk 
perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Sedangkan untuk 
Provinsi Sulawesi  Selatan adalah sebesar 95 yang artinya dari 100 perempuan 
terdapat 95 laki-laki. Untuk Kota Parepare sendiri, sex ratio-nya adalah sebesar 97 
yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan di Kota Parepare terdapat 97 
laki-laki atau penduduk laki-laki 3 persen lebih sedikit dari penduduk perempuan. 
Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Bacukiki yakni sebesar 98 dan yang 
terkecil terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat yakni sebesar 96. 
Laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare per tahun selama sepuluh 
terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,46 %. Laju pertumbuhan penduduk 
Kecamatan Bacukiki adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota 
Parepare yakni sebesar 3,71 % meskipun jumlah penduduknya hanya sebesar 
14.415 jiwa, sedangkan yang terendah di Kecamatan Soreang yakni sebesar 0,38 
persen, walaupun dari segi jumlah penduduk menempati urutan pertama yakni 
sebesar 43.684. sedangkan Kecamatan Bacukiki Barat yang dari segi jumlah 
penduduk menempatu urutan kedua yakni sebesar 39.090 jiwa, tetapi laju 
pertumbuhan penduduknya masih di bawah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 
1,67 persen. Sedangkan Kecamatan Ujung menempati urutan ketiga dari segi 
jumlah penduduk, yakni sebesar 32.353 jiwa, tapi laju pertumbuhan penduduk 
menempati urutan keempat, yakni sebesar 1,19 persen. 
Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 
(SP2010) di Kota Parepare adalah sebesar 29.040 rumah tangga. Hal ini berarti 
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bahwa dari jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (126.542 jiwa), maka 
banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga adalah rata-rata 
sebanyak 4,5 orang. Untuk seluruh kecamatan rata-rata anggota rumah tangga 
berkisar 4,3 sampai dengan 4,5 orang. Rata-rata anggota rumah tangga Kota 
Parepare sedikit lebih tinggi dari rata-rata anggota rumah tangga Provinsi Sulawesi 









IV.2 Deskripsi Pemerintahan Kotamadya Parepare 
IV.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kotamadya Parepare 
Visi pemerintah Kota Parepare adalah “Terwujudnya Parepare sebagai 
Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri , Religius, serta 
Berkomitmen  Lingkungan”. 
Adapun Misi dari pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan visi 
adalah : 
1.  Mewujudkan peningkatan dan pemeratan kesejateraan masyarakat. 
2.  Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan  kesehatan masyarakat  
3.   Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota. 
4.   Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan. 
Tabel 2 






Rasio Laki-Laki Perempuan 
2006 56,883 58,286 115,169 98 
2007 56,967 59,342 116,309 96 
2008 57,931 59,132 117,063 98 
2009 57,032 61,810 118,842 92 
2010 63.719 65.823 129,542 97 
Sumber : Sensus Penduduk 2010 dan Badan Pusat Statistik Parepare, 2010 
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5.  Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan  humoris 
6.  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
IV.2.2   Tata Kerja Organisasi Pemerintah Kota Parepare 
Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, Pemerintah Derah Kota 
Parepare dipimpin oleh seorang Walikota dan seorang Wakil Walikota 
dibantu seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 3 asisten, 14 dinas, 12 
lembaga teknis daerah berupa badan, kantor, Satpol PP, Inspektorat dan 
Rumah Sakit, 4 kecamatan dan 22 Kelurahan. 
             A. Sekretariat Daerah Kota Parepare 
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang 
mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam 
melaksanakan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan 
masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta 
menyusun kebijakan dan menkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis 
daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yang masing masing 
membawahi beberapa bidang antara lain: 
1. Asisten Bidang Pemerintahan 
Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas 
membantu sekretaris daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok 
pengkoordinasian kebijakan administrasi pemerintah umum, 
kesejahteraan rakyat, pembinaan hubungan kemasyarakatan serta 
memimpin, merencanakan, menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait 
dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pembinaan 
hubungan kemasyarakatan serta memimpin, merencanakan, 
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menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang 
pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat terbagi 3 (tiga) bagian yaitu : 
a. BagianPemerintahan 
  Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum termasuk 
penataan kewenangan dan pelimpahan kewenangan , pengawasan 
dan pembantuan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, 
penanggulangan bencana, kependudukan, dan kerjasama serta 
melaksanakan sebagian kewenangan di bidang pertanahan secara 
berjenjang berdasarkan peraturan yang ada serta penyusunan 
program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraanotonomi 
daerah, perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dan kelurahan. 
b. Bagian Hukum dan Perundang Undangan 
Mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina, 
mengawasi kegiatan Program Peraturan Perundang-undangan dan 
dokumentasi hokum, Bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 
dan tidak lanjut. 
c. Bagian Humas dan Protokoler 
Bagian humas dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai 
tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi 
pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik, pemuda, olahraga 
dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan-pembinaan Humas & 
Protokol, guna memperjelas kebijakan pimpinan dan pemerintah 
59 
 
daerah serta kelancaran hubungan komunikasi antar tingkatan 
pemerintah. 
2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
Asisten sekertaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan 
mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, 
mengendalikan, melaksanakan tugas pokok di bidang administrasi 
pembangunan, sumber daya alam dan perekonomian. Bidang ini terdiri 
dari beberapa bagian antara lain: 
a. Bagian Ekonomi 
Bagian ekonomi dan penanam modal dipimpin oleh kepala bagian yang 
mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina dan 
mengawasi program dan koperasi dan usaha kecil, menengah, 
perindustrian, perdagangan, penanam modal dan badan usaha 
daerah. 
b. Bagian Pembangunan 
Bagian pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian 
mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembina administrasi 
pembangunan, melaksanakan kegiatan dalam lingkup secretariat 
daerah, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan serta 
menyusun program kerja pemerintah daerah. 
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Bagian kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seseorang kepala bagian 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan 
penyiapan rancangan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, 
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social, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, KB dan 
pembinaan mental spiritual dan keagamaan. 
3. Asisten Bidang Administrasi Umum  
Asisten bidang administrasi umum mempunyai tugas pokok merumuskan, 
mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di 
bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, 
keuangan dan umum.Asisten  bidang administrasi umum terdiri dari 4 
(empat) bagian yaitu : 
a. Bagian Umum 
Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai 
tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan 
kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 
ketatausahaan pimpinan, kearsipan, urusan rumah tangga dan 
perlengkapan. 
 
b. Bagian Keuangan 
Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, penyusunan rencana 
anggaran Sekretariat. Daerah mengurus dan menata usahakan 
keuangan serta menyiapkan laporan keuangan sekretariat daerah. 
c. Bagian Pengelolaan Aset 
Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala bagian yang 
mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan dan 




Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas mengkaji 
bahan kebijakan umum dan fasilitasi penataan kelembagaan dan 
analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pembinaan standar pelayanan 
serta pengembangan kinerja kepegawaian serta mengkoordinasikan 
melaksanakan tugas bidang kearsipan, perpustakaan dan 
kepegawaian. 
B. Dinas-dinas Kota Parepare, terdiri dari: 
1. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Pendidikan 
4. Dinas Pekerjaan Umum 
5. Dinas Perhubungan  
6. Dinas Komunikasi & Informatika  
7. Dinas Tenaga Kerja 
8. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil  
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
10. Dinas Sosial 
11. Dinas Tata Ruang & Pengawasan Bangunan  
12. Dinas Perindag, Koperasi & UKM  
13. Dinas Olahraga, Pemuda & Pariwisata 
14. Dinas Pendapatan Daerah 
C. Lembagai Teknis Daerah Kota Parepare, terdiri dari: 
1. Inspektorat 
2. Rumah Sakit Umum Daerah  Andi  Makkasau 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
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4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daeah 
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
6. Badan Lingkungan Hidup 
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 
9. Kantor Pelayanan Perizinan 
10. Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi 
11. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 
12. Satuan Polisi Pamong Praja 
D.  Kecamatan/Kelurahan Kota Parepare, terdiri dari : 
1.    Kecamatan Bacukiki 
2.    Kecamatan Bacukiki Barat 
3.    Kecamatan Ujung 
4.    Kecamatan Soreang 
5.    Kelurahan Watang bacukiki 
6.    Kelurahan Lemoe 
7.    Kelurahan Lompoe 
8.    Kelurahan Galung Maloang 
9.    Kelurahan Lumpue 
10. Kelurahan Bumi Harapan 
11. Kelurahan Sumpang Minangae 
12. Kelurahan Cappa Galung 
13. Kelurahan Tiro Sompe 
14. Kelurahan Kampung Baru 
15. Kelurahan Labukkang 
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16. Kelurahan Mallusetasi 
17. Kelurahan Ujung Sabbang 
18. Kelurahan Ujung Bulu 
19. Kelurahan Lapadde 
20. Kelurahan Kampung Pisang 
21. Kelurahan Lakessi 
22. Kelurahan Ujung Baru 
23. Kelurahan Ujung Lare 
24. Kelurahan Bukit Indah 
25. Kelurahan Wattang Soreang 
26. Kelurahan Bukit Harapan 
IV.3Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare 
   IV.3.1 Tugas dan Fungsi Pokok dan Alat kelengkapan DPRD Kota Parepare 
DPRD Kota Parepare adalah adalah lembaga perwakilan rakyat yang 
bertugas menampung segala aspirasi rakyat. Fungsi DPRD ada tiga fungsi 
pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dalam artian DPRD 
membuat kebijakan dan mengawasi jalannya kebijakan (perda).  Ketua DPRD 
Kota Parepare adalah Muhadir Haddade, SH. 
Pimpinan DPRD merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD yang 
telah dipilih dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. 
Pimpinan DPRD merupakan kesatuan yang bersifat kolektif yang merupakan 
representasi seluruh anggota DPRD. Menurut Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 pimpinan DPRD 
terdiri dari satu orang ketua dan duaorang wakil ketua (Pasal 37 ayat 1) dan 
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masa jabatannya sama dengan masa keanggotaanya, terhitung sejak tanggal 
pengucapan janji. 
Selanjutnya, pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut mengenai 
tugas Pimpinan DPRD sebagai berikut : 
1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 
keputusan; 
2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil ketua 
3. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan 
materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD, 
4. Menjadi juru bicara DPRD 
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD, 
6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya, 
7. Mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/ intansi 
lainnya sesuai dengan keputusan DPRD 
8. Mewakili DPRD di pengadilan 
9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sangksi atau 
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
10. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekertariat DPRD yang 
pengesahannya dilakukan dengan rapat paripurna: dan 
11. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna 
DPRD yang khusus diadakan untuk itu. 
Sama halnya dengan pimpinan DPRD, Komisi juga merupakan bagian 
dari alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada permulaan 
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masa keanggotaan DPRD. DPRD Kabupaten Sidrap terdapat 3 komisi yang 
terdiri dari: 
a. Komisi I : Bidang Pemerintahan  
Yang meliputi bidang bidang hukum, perundang-undangan, pemerintahan, 
keamanan dan ketertiban umum, kependudukan dan catatan sipil, 
penerangan dan pres, kepegawaian dan aparatur, pengawasan, perijinan, 
sosial politik, organisasi masyarakat, kebudayaan, pertanahan, kerja sama 
internasional dan antar daerah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, 
transmigrasi, aset daerah, dan agama. 
b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan 
Yang meliputi bidang-bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, 
perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan dan ketahanan 
pangan, logistik, koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan daerah, 
pendapatan asli daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik 
daerah, penanaman modal dan dunia usaha,serta perhubungan dan 
pariwisata. 
c. Komisi III : Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 
`Yang meliputi bidan pekerajaan umum, tata ruang, sumber daya air, 
pertamanan, kebersihan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
sosial, sumber daya alam, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, 
lingkungan hidup, kepemudaan dan keolahragaan, keluarga berencana, dan 
pemberdayaan wanita, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Sementara itu, adapun tugas dari pada komisi sebagaimana yang 




1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan 
perundang undangan, 
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan 
rancangan keputusan DPRD, 
3. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD sesuai 
dengan ruang lingkup tugas komisi, 
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang disampaikan oleh bupati dan / atau masyarakat kepada DPRD, 
5. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat, 
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
pimpinan DPRD, 
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, 
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi, dan 
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 
pelaksanaan tugas komisi. 
Tugas komisi di bidang pengawasan  pasal 49 ayat 4: 
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan 
peraturan daerah, termasuk APBN, APBD provinsi dan APBD 
kabupaten/kota serta peraturan pelaksanaan yang termasuk dalam ruang 
lingkup tugasnya, 
2. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dan BPKP yang 
berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, 
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3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah 
daerah, 
4. Menyiapkan masukan tentang bahan-bahan temuan kepada pansus LKPJ-
KDH untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunana 
dan catatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-KDH tahun anggaran 
sebelumnya. 
DPRD Kota Parepare. juga memiliki empat badan yang menjadi alat 
kelengkapan DPRD Kota Parepare yaitu:  
a. Badan Musyawarah 
Di dalam Tata Tertib DPRD pasal 65 badan musyawarah mempunyai tugas 
antara lain : 
1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa 
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu 
penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan 
peraturan daerah, dengan tidak mengurangi  kewenangan rapat 
paripurna untuk mengubahnya, 
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentuka garis 
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, 
3. Meminta atau/ memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan 
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai 
pelaksanaan tugas masing-masing, 
4. Menentapkan jadwal acara rapat DPRD, 
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan, 
6. Merekomendasikan panitia khusus dan, 
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7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada 
badan musyawarah. 
b. Badan Legislasi Daerah 
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap, 
dibentuk dalam rapat paripurna DPRD,memiliki tugas: 
1. Menginterventaris seluruh perda yang ada untuk dibuat klasifikasinya. 
2. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang termuat  di daftar 
urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya 
untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD. 
3. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD 
dan pemerintah daerah, 
4. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan 
program prioritas yang ditetapkan. 
5. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 
rancangan daerah yang diajukan anggota,komisi dan atau/ gabungan 
komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan 
kepada pimpinan DPRD, 
6. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang 
diajukan oleh anggota komisi dan /atau gabungan komisi, diluar prioritas 
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan 
peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah, 
7. Mengikuti perkembangan dan melaukan evaluasi terhadap pembahasan 
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan 
komisi dan /atau panitia khusus. 
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8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan 
peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah 
9. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik 
yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan 
oleh badan legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. 
c. Badan Anggaran 
Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare pada pasal 76 disebutkan 
bahwa tugas Badan Anggaran antara lain: 
1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 
kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 
(lima) bulan sebelum ditetapkan APBD, 
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada 
komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan 
rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran 
sementara, 
3. Memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan 
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 
peraturan daerah terntang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, 
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD 
dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim 
anggaran pemerintah daerah, 
5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah 
terhadap rancangan kebijakan umum APBD, serta 
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6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan 
anggaran DPRD. 
d. Badan Kehormatan 
Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare pada pasal 76 disebutkan 
bahwa tugas Badan Anggaran antara lain: 
1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau peraturan tata terib 
DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan 
kredibilitas DPRD, 
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap 
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD, 
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, danm klarifikasi atas pengaduan 
pimpinan DPRD,anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dan 
4. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, 
verifikasi,dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada 
rapat paripurna DPRD. 
Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli 
independen. 
Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam 
bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati. 
a. Pembicaraan awal mengenai muatan materi rancangan peraturan daerah 
dan/ atau rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan 




b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan 
keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan: atau 
c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu 
yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh bupati. 
Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang 
terkait dengan materi konsultasi dan bupati didampingi oleh pimpinan perangkat 
daerah yang terkait.  
Penerimaan pengaduan dan /atau aspirasi yang disampaikan langsung 
oleh masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, diterima oleh 
pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan terkait. Pada pasal 143 dikatakan: 
1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPR, anggota DPRD atau fraksi DPRD 
menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan 
dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau 
tertulis tentang permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang 
DPRD, 
2. Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
proses administrasi oleh sekretariat DPRD dan diteruskan oleh sekretariat 
DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD 
yang terkait, anggota DPRD atau fraksi di DPRD, 
3. Pimpinan DPRD kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD atau fraksi 
di DPRD dapat menindak lanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai 
kewenangannya. 
4. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada 
pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksinya, 
72 
 
5. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspiarsi masyarakat dapat 
ditindaklajuti dengan: 
a. Rapat dengar pendapat umum 
b. Rapat dengar pendapat 
c. Kunjungan kerja dan pemantauan lapangan:atau. 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai proses Penyusunan 
APBD di daerah Tingkat II Kota Parepare tahun 2013 
V.1   Proses Penyusunan APBD  
V.1.1Proses Penyusunan APBD berdasarkan Pendekatan Top Down dan Bottom 
Up 
Proses Penyusunan APBD berdasarkan Pendekatan Top Down adalah 
proses penyusunan dari pemerintah pusat sebagai pemerintah pada tingkat 
tertinggi ke pemerintah daerah sebagai perpanjangan wewenang 
penyelenggaraan Negara dari tingkat Pemerintah Pusat.Salah satu perumusan 
strategi dan perencanaan strategis pemerintah pusat yang di lakukan oleh 
Negara adalah dengan dibuatnya Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS) sebagai acuan dalam penyusunan APBN. Sementara ditingkat 
pemerintah daerah salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada PROPENAS selama 5 tahun 
kemudian Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang 
sekarang di namakan sebagai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 
untuk rencana pembangunan setiap tahun yang menjadi dasar dalam 
penyusunan APBD. 
Kemudian dalam rangka penyusunan APBD pada tingkat pemerintah 
daerah, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri setiap 
tahunnya mengeluarkan Permendagri (Peratutan Menteri Dalam Negeri) 
tentang Pedoman Penyusunan APBD agar menjadi pedoman pemerintah 
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daerah dalam penyusunan APBD.Dalam rangka penyusunan APBD tahun 
2013, menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Yaitu Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 yang berisi 
tentang pedoman yang mesti di laksanakan oleh pemerintah daerah dalam 
penyusunan APBD tahun anggaran 2013. 
Dalam Permendagri tersebut dijelaskan tahapan penyusunan dan jadwal 
APBD sebagai berikut : 
Tabel 3 
Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN 
1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei  
2 
Penyampaian Rancangan KUA 
dan Rancangan PPAS oleh Ketua 
TAPD kepada Kepala Daerah 




Penyampaian Rancangan KUA 
dan Rancangan PPAS oleh 
Kepala Daerah Kepada DPRD 
Pertengahan Bulan Juni 
6 Minggu 
4 
Rancangan KUA dan Rancangan 
PPAS disepakati antara Kepala 
Daerah dan DPRD 
Akhir Bulan Juli 
5 
Surat Edaran Kepala Daerah 
Perihal Pedoman RKA-SKPD dan 
RKA-PPKD  
Awal Bulan Agustus 1 Minggu 
6 
Penyusunan dan Pembahasan 
RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta 
Penyusunan Rancangan APBD 
Awal Bulan Agustus 




Penyampaian Rancangan APBD 
kepada DPRD  





Bersama DPRD dan Kepala 
Daerah 





Hasil evaluasi Rancangan APBD 15 Hari kerja (Bulan 
Desember) 
10 
Penetapan Perda APBD dan 
Perkada Penjabaran APBD sesuai 
dengan hasil evaluasi 
Paling lambat akhir 
Desember (31 
Desember) 
Sumber: Kepmendagri nomor 37 tahun 2012 
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Tabel diatas menunjukkan tahapan penyusunan APBD dimulai dari 
penyusunan RKPD hingga penetapan perda APBD dan perkada penjabaran  
APBD sesuai dengan hasil evaluasi.  
Tahapan-tahapan penyusunan APBD lebih jelasnya yaitu : 
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  dan 
Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) 
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang 
memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJPDaerah dan memperhatikan RPJM 
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan 
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif. 
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan 
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat 
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana 
kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 
 Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem 
perencanaan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan 
rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah.  Hal ini ditindak 
lanjuti dengan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
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Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 
dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD, yang 
merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 
pendanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kota Parepare 
: 
“Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah khususnya dalam penyusunan 
RAPBD, bappedaberperan penting salah satunya dalam penyusunan RKPD 
adalah tanggung jawab kami .” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2013) 
 
Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di dalamnya 
mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian,  dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, 
Renstra SKPD, RKPD, dan renja SKPD. 
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Parepare menggambarkan 
permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan 
yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan 
daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan melalui APBD.  
RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala 
daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta 
penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas 
77 
 
dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan 














Gambar 4. Proses Penyusunan RKPD 
Sumber : Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 
Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus 
diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah 
disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program 
dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam 
menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.  
Prosespenyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling 
memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja 
SKPD). 
Persiapan Penyusunan RKPD 













Penyusunan RKPD secara keseluruhan di Kota Parepare disusun dengan 
menggunakan pendekatan teknoratis dan partisipatif.Pendekatan teknoratis 
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang 
dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
terhadap pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif  diwujudkan dengan 
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang 
dilakukan berjenjang mulai tingkat kelurahan , kecamatan ke tingkat kota 
bahkan sebelum musrembang Kelurahan juga telah dilaksanakan Pra 
Musrembang yang pelaksanaannya ditekankan di tingkat RT/RW  yang 
bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat dtingkat bawah yang 
bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat ditingkat bawah.  
Jadi di kota Parepare musrembang telah dilaksanakan dengan cukup baik 
dan bukan hanya sekedar formalitas semata.Hal ini dibenarkan oleh Ketua 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan Bukit Harapan : 
“Musrembang yang diadakan tahun sebelumnya benar adanya dan 
terlaksana dengan cukup baik ditingkat kelurahan kecamatan hingga tingkat 
kota .” (Hasil wawancara tanggal 15Januari 2013) 
 
Dalam penyusunan RKPD di Kota Parpare ada beberapa tahapan yang 
mesti dilalui, yaitu : 
a. Persiapan penyusunan RKPD 
b. Penyusunan rancangan awal RKPD 
c. Pelaksanaan rancangan RKPD 
d. Pelaksanaan Musrembang RKPD 
e. Perumusan rancangan akhir RKPD  
f. Penetapan RKPD 
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Dalam Proses penyusunan RKPD ini terdapat masalah yang sering 
muncul setiap tahunnya yaitu sering ditemukan tidak adanya sinkronisasi 
antara program/kegiatan yang di usulkan SKPD dengan dokumen perencanaan 
yang ada, yaitu RPJMD dan Rencana Strategis SKPD.Namun hal ini segera 
diatasi karena bappeda telah menginstruksikan kembali kepada seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperhatikan kembali dan mengacu 
pada RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Hal ini diakui oleh Ketua Bappeda 
Kota Parepare : 
“Masalah utama yang sering muncul dalam penyusunan RKPD adalah 
tidak sinkronnya antara program/kegiatan yang diusulkan SKPD dengan 
dokumen RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Hal ini diakibatkan karena 
kurangnya perhatian setiap SKPD terhadap dokumen/dokumen  perencanaan 
yang telah disusun pada saat SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD.” (Hasil 
wawancara tanggal 15Januari 2013) 
 Jika mengacu pada jadwal penyusunan APBD dalam pedoman 
penyusunan APBD dari pemerintah pusat, khususnya pada proses penyusunan 
RKPD yang dijadwalkan pada akhir bulan Mei 2012 terlaksana tepat waktu.  
Hal ini ditandai dengan penetapan Peraturan Walikota Parepare Nomor 
13 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 30 
Mei 2012. 
Tabel 4 
Jadwal dan Pelaksanaan Penyusunan RKPD 
Tahapan Penyusunan APBD Jadwal Realisasi Keterangan 
Penyusunan RKPD Akhir Mei 2012 30 Mei 2012 Tepat Waktu 
 
Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku 
selama 5 tahun, pada tahun 2009 mengalami keterlambatan jadwal yang 




2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan   Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) 
 Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah. Kebijakan Umum APBD memuat 
kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan 
pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, 
dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah 
kongkrit dalam pencapaian target. 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program 
prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.  
-Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi    kewajiban 
daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang   melaksanakan 
dan program/kegiatan yang terkait. 
- Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan     
pembiayaan. 
- Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah,  sasaran, 
SKPD yang melaksanakan. 
-Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD,    
program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai,   bunga, 
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan 
belanja tidak terduga). 
Rancangan KUA dan PPAS diawali dengan hasil Musrenbang tingkat 
kelurahan, kecamatan kemudian pada tingkat kota yang diselaraskan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan 
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rancangan Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya, rancangan Kebijakan Umum 
APBD diserahkan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan 
bersama. 
 Menurut Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah: 
“Setelah diadakan pemaduserasian antara hasil Musrebang tingkat kota  
dengan RPJMD dan RKPD, maka dibuatlah Rancangan Kebijakan Umum 
APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan diajukan oleh Walikota selaku 
kepala daerah untuk kemudian dibahas bersama DPRD untuk dijadikan 
Kebijakan Umum  APBD”. (Hasil wawancara tanggal 17 januari 2013) 
 
 Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara 
DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai 
dasarpenyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun 
Anggaran 2013. 
 Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan 
daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut 
setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang 
bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan 
rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan 
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mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat 
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
sementara (PPAS) Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 memuat program-
program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan 
pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, 
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai 
dengan asumsi yang mendasarinya. 
 Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Walikota 
Parepare mengeluarkan Surat Edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
 Surat Edaran Walikota dimaksud disiapkan oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar 
menyusun dan menyampaikan Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-
SKPD) yang akan dijadikan bahan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  
 Berdasarkan Surat Edaran Walikota tersebut, setiap Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota 
Parepare, menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) 
menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA-SKPD, 
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setiap Unit Kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana 
kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan 
rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Setelah selesai 
menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra RKA-SKPD tersebut disampaikan oleh 
masing-masing SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
seterusnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
seperti telah dibahas di atas.  
Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD menurut 
bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya yaitu 
Sekretaris Daerah menyerahkan dan menyampaikan kedua dokumen tersebut 
kepada Kepala Daerah (Plt. Walikota Parepare) yang selanjutnya dengan 
melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan. 
Penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD yaitu 
Sekretaris Daerah kepada Plt. Walikota Parepare yang menurut jadwal yang 
seharusnya pada minggu pertama bulan Juni  2012 mengalami keterlambatan 
hingga awal januari 2013.Walikota Parepare menyampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam rangka 
pembahasannya. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD,yang 




Gambar 5. Bagan Alur penyusunan KUA dan PPAS 
Sumber : Pemerintah Kota Parepare 
(Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 1) 
Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas oleh 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD adalah 
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA selesai dibahas 
kemudian ditetapkan selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) 
bersama Panitia Anggaran DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun berdasarkan KUA. 
Pembahasan KUA dan PPAS yang dijadwalkan menurut aturan pada bulan 
Juni dan Juli 2012 baru dibahas pada minggu kedua bulan Januari 2013. 
Jadwal pembahasan yang terlambat mengakibatkan proses yang terburu-buru 
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dan ketidaktelitian sehingga draf Rancangan KUA dan PPAS yang diserahkan 
kepada DPRDhanya mendapat sedikit perubahan. 
Tabel 5 
Jadwal dan Pelaksanaan Penyusunan KUA dan PPAS 






Penyampaian Rancangan KUA 
dan Rancangan PPAS oleh 
Kepala Daerah Kepada DPRD 
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Rancangan PPAS disepakati 
























Ada beberapa penyebab keterlambatan proses penyusunan RAPBD 
hingga penetapan perda APBD tahun 2013 ini. Hal ini diakui oleh Asisten III 
Bidang Administrasi Umum  yang mengatakan  : 
“keterlambatan itu gara-gara BPK terlambat mengadakan audit terhadap 
pemerintah kota, adanya pergantian pejabat yang memundurkan diri (Kepala 
Bagian Keuangan pemkot parepare),alokasi dana dari pemerintah pusat 
terlambat diterima hingga adanya keterlambatan informasi mengenai 
kegiatan/program dari pemerintah pusat dan provinsi yang harus 
disinkronisasikan dengan pemerintah kota parepare. Karena itu proses 
penyusunannya terlambat jadi sepenuhnya bukan eksekutif yang salah atau 
lalai” 
 
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare 
meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah setempat untuk merapikan 
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 
2013. Setelah pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah 
selesai (KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia 
Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah 
yang disebut Nota Kesepakatan  antara Pemerintah Kota Parepare dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare Nomor 180.4/ 1 /HKM dan Nomor 
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170.1/ 1 /DPRD Tentang Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan 
Nomor 180.4/ 2 /HKM dan Nomor 170.1/ 2 /DPRD Tentang Prioritas dan Plafon 
Anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (Plt. Walikota 
Parepare) dengan Pimpinan DPRD Kota Parepare. Pimpinan DRPD dimaksud 
adalah Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. Penandatanganan Nota 
Kesepakatan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 2013 yaitu Nota 
Kesepakatan Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 17 Januari 2013. 
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) –Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) 
 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA 
SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) 
program dan kegiatan SKPD  sebagai dasar penyusunan RAPBD.  RKA-SKPD 
memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan 
kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan 
rincian objek pendapatan dan belanja, serta perkiraan maju untuk tahun 
berikutnya. 
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Walikota  perihal pedoman 
penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah 
disepakati oleh Walikota bersama dengan Pimpinan DPRD. Surat edaran 
tersebut disampaikan kepada setiap SKPD sebagai pedoman untuk 
menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya. Surat 
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edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta KUA dan PPAS yang 
melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk 
mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun.  
Penyempurnaan atau penyesuaian yang dilakukan tidak hanya 
mengenai program dan kegiatan serta besarnya rencana anggaran yang 
ditetapkan, akan tetapi juga yang berhubungan dengan aspek teknis seperti 
bentuk dokumen serta bentuk dan jenis lampiran-lampiran sesuai ketentuan 
yang berlaku. Jika program dan kegiatan serta rencana anggarannya sudah 
disesuaikan dengan materi surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan 
RKA-SKPD seperti tersebut di atas, termasuk aspek teknis yang perlu 
disempurnakan, maka selanjutnya setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD 
menyampaikan Pra RKA-SKPD masing-masing secara lengkap kepada Kepala 
SKPD. Setelah menerima Pra RKA-SKPD dari masing-masing Kepala Bidang 
dan Sekretaris SKPD yang bersangkutan, selanjutnya Kepala SKPD 
mengoreksi Pra RKA-SKPD tersebut dan mendatangani apabila sudah sesuai 
dengan materi surat edaran Walikota. 
Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, maka dokumen tersebut 
sudah berubah menjadi RKA-SKPD (bukan lagi Pra RKA-SKPD), karena sudah 
disesuaikan dengan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD dengan nomor surat 900/108/keu serta KUA dan PPAS yang telah 
disepakati. RKA-SKPD tersebut selanjutnya disampaikan oleh setiap Kepala 
SKPD kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut bagan proses 




Gambar 6. Bagan Alur Penyusunan RKA-SKPD 
Sumber : Pemerintah Kota Parepare 
(Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2) 
Adapun Jadwal Surat Edaran Walikota Perihal Pedoman RKA-SKPD 
yang dijadwalkan paling lambat pada awal Agustus 2012 mengalami 
keterlambatan hingga realisasi terlaksana pada tanggal 28 Agustus 2012. 
Sementara Penyusunan RKA-SKPD yang dijadwalkan pada awal Agustus 2012 
terlaksana pada tanggal 14-17 Januari 2013. 
Tabel 6 
Jadwal dan Pelaksanaan Penyusunan RKA-SKPD 






Surat Edaran Kepala Daerah 
Perihal Pedoman RKA-SKPD 
dan RKA-PPKD 
 
Penyusunan dan Pembahasan 
RKA-SKPD dan RKA-PPKD 





























4.  Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD 
dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait.  
Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat 
ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen 
RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan 
selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui.  
Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan 
oleh TAPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan 
bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus 
menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur Sulawesi 
Selatan) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran berkenaan. Adapun 




Gambar 7.Alur Persiapan Rancangan APBD 
Sumber : Pemerintah Kota Parepare 
(Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3) 
Untuk menyusun Rancangan APBD atau disebut juga dengan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RKA-SKPD yang sudah disetujui 
atau disahkan dimuat dalam format lampiran Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD sesuai bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD berikut lampirannya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan 
disampaikan kepada Walikota oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan selanjutnya Walikota menyerahkan 
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Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud kepada DPRD setelah 
disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah. Sosialisasi 
dimaksud dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang 
meliputi berbagai kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh pendidikan, lembaga 
swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu. 
Sosialisasi dilakukan dengan cara mendiskusikan muatan Rancangan APBD 
yang sudah siap diserahkan untuk dibahas pada tingkat DPRD.  
Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak melalui sosialisasi 
dimaksud, ditampung untuk dijadikan masukan atau sebagai bahan 
pertimbangan dalam rangka penyempurnaan rancangan APBD dalam 
pembahasannya pada rapat-rapat kerja DPRD. 
 Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Walikota 
Parepare menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
(RAPBD) tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih 
lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian RAPBD 
kepada DPRD untuk tahun 2013 dilakukan dengan surat pengantar Walikota 
Parepare disampaikan kepada DPRD.Adapun jadwal dan realisasi 
penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah Daerah kepada DPRD yaitu : 
Tabel 7 
Jadwal dan Pelaksanaan Penyampaian Rancangan APBD 
Tahapan Penyusunan APBD Jadwal Realisasi Keterangan 
Penyampaian Rancangan 








Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan 
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Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD 
diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) tersebut dapat dibahas sekaligus dapat 
disetujui bersama antara Walikota Parepare dan DPRD yang bersangkutan. 
Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses penyusunan Rancangan 
APBD sudah berakhir untuk periode tahun anggaran berkenaan. 
5.  Pembahasan dan Persetujuan atas RAPBD 
Ada 4 (empat) tahapan pembicaraan untuk sampai pada tahap akhir 
yaitu disetujui atau tidak disetujuinya sebuah Rancangan Perda APBD oleh 
DPRD. Kegiatan yang ada pada setiap tahapan tersebut adalah: 
Tahap I 
(1) Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan 
Perda APBD 
Tahap II 
(1) Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota terhadap 
Rancangan Perda APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah 
(2) Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pandangan 
Umum para Anggota Dewan 
Tahap III 
(1) Pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat 
Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk, atau dengan Pejabat Pemerintah Lainnya. 
(2) Laporan Hasil Pembicaraan tahap III disampaikan oleh juru bicaranya, 
dalam rapat Gabungan Komisi. 
Tahap IV 
(1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului oleh: 
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a. Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicaranya. 
b. Pembacaan konsep Keputusan DPRD 
c. Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap konsep Keputusan DPRD 
d. Pengambilan Keputusan 
(2) Pemberian kesempatan kepada Walikota untuk menyampaikan sambutan 
terhadap pengambilan keputusan tersebut. 
Ada 3 (tiga) institusi yang menentukan/ bertanggung jawab terhadap 
keputusan DPRD tentang Rancangan Perda DPRD yaitu: Komisi, Panitia dan 
Fraksi. Peranan Panitia dan Fraksi nampaknya cukup dominan dalam 
perencanaan dan pengesahan APBD. Sedangkan Panitia yang dimaksud 
adalah Panitia Anggaran yang sering diisukan sebagai bahagian yang basah.  
Penentuan terakhir dari pembahasan Anggaran ada pula butir IV C yaitu 
tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap konsep Keputusan DPRD. Fraksi dapat 
menyatakan setuju atau tidak setuju. Jika sebahagian besar Fraksi menyatakan 
tidak setuju maka keputusan akhir adalah menolak usul Kepada Daerah 
tentang RAPBD. Kepala Daerah wajib melakukan perbaikan sesuai masukan-
masukan dari Anggota DPRD. 
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Gambar 8.Bagan Alur Pembahasan Ranperda APBD 
Sumber : Pemerintah Kota Parepare 
(Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 4) 
Setelah langkah tersebut selesai, maka setiap Fraksi DPRD menyusun 
Pandangan Umum atau berupa tanggapan masing-masing fraksi terhadap 
Rancangan APBD yang telah diterima DPRD dan telah dijelaskan oleh 
Gubernur dalam sidang pleno tersebut. Pandangan Umum atau tanggapan 
masing-masing fraksi dimaksud disampaikan oleh juru bicara masing-masing 
fraksi dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu.  
Sebagai langkah pembahasan selanjutnya yang dilakukan terhadap 
RAPBD, maka berdasar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah 
disampaikan dalam sidang paripurnanya, Walikota Parepare menyusun 
jawaban atau penjelasan lebih lanjut terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD melalui pandangan umumnya.  
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Sama halnya dengan pidato pengantar dan pemandangan umum fraksi, 
jawaban Walikota tersebut juga disampaikan atau dibacakan oleh Walikota 
dalam sidang paripurna yang juga secara khusus diadakan untuk itu. Setelah 
dibacakan jawaban Walikota, maka fraksi-fraksi DPRD menyimpulkan bisa atau 
tidaknya RAPBD dilanjutkan pembahasannya. 
 Apabila jawaban Walikota diterima atau telah disetujui oleh DPRD, 
selanjutnya DPRD melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam RAPBD melalui 
rapat-rapat kerja Komisi-Komisi DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah. 
Untuk memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, DPRD 
menghadirkan atau mengikutsertakan Kepala SKPD beserta staf yang terkait.  
Dalam membahas RAPBD tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen 
perencanaan atau ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan 
PPAS, Pedoman Penyusunan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
beserta aturan pelaksanaannya, termasuk kemampuan keuangan daerah.  
Apabila dalam pembahasannya ternyata didapati adanya rencana 
program, kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman dimaksud, 
maka terhadap rancangan itu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan oleh 
SKPD yang bersangkutan, yang kemudian dibahas kembali antara DPRD dan 
SKPD setelah disempurnakan.  
Setelah pembahasan di DPRD selesai dan telah berhasil memperoleh 
kesepakatan antara Walikota Parepare dengan DPRD, maka kesepakatan 
tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh 
Walikota dan Pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD bersama segenap  Wakil 
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Ketua DPRD. Berdasarkan keputusan bersama antara Walikota dan DPRD 
dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama TAPD 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan 
hasil pembahasan, sekaligus menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah disiapkan sebelumnya untuk 
selanjutnya diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi 
Peraturan Daerah Kota Parepare.  
Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD disempurnakan, maka segenap 
dokumen tersebut beserta lampiran lainnya termasuk Nota Keuangan 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.  
Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri yang jadwalnya selambat-lambatnya 
minggu ke empat Desember 2012 kembali terlambat yang realisasinya pada  
tanggal 15-18 Februari 2013. Tabel jadwal dan realisasi pembahasan serta 
penetapan RAPBD : 
Tabel 8 
Jadwal dan Pelaksanaan Pembahasan serta Penetapan RAPBD 
No Tahapan Penyusunan APBD Jadwal Realisasi Keterangan 
1 Pengambilan Persetujuan 














2 Hasil evaluasi Rancangan 
APBD 






3 Penetapan Perda APBD dan 
Perkada Penjabaran APBD 












 Setelah Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina 
Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) menerima dokumen tersebut, 
selanjutnya dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan pihak Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak Panitia 
Anggaran DPRD.  
Dalam rapat evaluasi yang dilakukan atau dihadiri bersama antara unsur 
dari daerah (Propinsi Sulawesi Selatan) dan pusat (Pejabat pada Departemen 
Dalam Negeri) seperti tersebut di atas, membahas RAPBD dengan mengacu 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pedoman 
penyusunan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri setiap tahun seperti telah dikemukakan di atas, maupun kesesuaiannya 
dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RKPD, KUA dan 
sebagainya. Dalam tahap ini sudah tidak melibatkan unsur SKPD, kecuali 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah 
disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasinya dituangkan dalam 
Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dituangkan dalam Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-1118 Tahun 2013, tanggal 18 Februari 2013.  
Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Parepare seperti 
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dikemukakan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya 
ditetapkan oleh Walikota Parepare menjadi Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.  
Penetapan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang APBD dan 
Penetapan Peraturan Walikota Parepare tentang Penjabaran APBD dengan 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah APBD Tahun 
Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2013, 
tanggal 21Februari, dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan 
dengan Walikota Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 21 Februari 2013. 
Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran seperti tersebut, maka 
berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD 
















Jadwal dan Pelaksanaan Proses Penyusunan APBD  
NO URAIAN WAKTU REALISASI KETERANGAN 
1 
Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 
2012 
30 Mei 2012 Tepat Waktu 
2 
Penyampaian Rancangan KUA 
dan Rancangan PPAS oleh 
Ketua TAPD kepada Kepala 
Daerah 
Minggu pertama 








Penyampaian Rancangan KUA 
dan Rancangan PPAS oleh 
Kepala Daerah Kepada DPRD 
Pertengahan 







Rancangan KUA dan 
Rancangan PPAS disepakati 
antara Kepala Daerah dan 
DPRD 






Surat Edaran Kepala Daerah 
Perihal Pedoman RKA-SKPD 









Penyusunan dan Pembahasan 
RKA-SKPD dan RKA-PPKD 








































Hasil evaluasi Rancangan 
APBD 







Penetapan Perda APBD dan 
Perkada Penjabaran APBD 
















 Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari studi tentang proses 
penyusunan RAPBD tahun 2013 Kota Parepare. Kesimpulan dan saran yang diuraikan 
meliputi proses penyusunan RAPBD Kota Parepare Tahun 2013. 
A. Kesimpulan 
Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare merupakan pemegang 
tanggung jawab dalam proses penyusunan RAPBD hingga penetapannya 
menjadi Perda APBD.  Keterlambatan naskah APBD diserahkan kepada DPRD 
oleh pemerintah, dimana idealnya pada bulan September 2012mengalami 
keterlambatan hingga pertengahan Januari 2013, hal ini berimplikasi pada 
pembahasan yang tidak efektif dan terkesan terburu-buru. 
Dalam proses penyusunanRAPBD ini banyak kendala yang dialami baik oleh 
DPRD maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan yang telah diberikan UU 
pada  kedua institusi ini masih terlihat tumpang tindih dalam prakteknya, terlihat 
kurangnya koordinasi diantara kedua institusi tersebut. 
Buruknya koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah membuat 
penyerahan naskah APBD diberikan awal Januari dimana idealnya pada bulan 
September mengakibatkan pembahasan APBD mengalami keterlambatan dan 
untuk tidak kena penalti berupa pengurangan 25% DAU dari Mendagri 
pembahasannya dipercepat.Selain itu minimnya alokasi APBD untuk tahun 
2013, keterlambatan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 
KeuanganPembahasan APBD yang terburu-buru mengakibatkan tidak 





Pembuatan Perda APBD yang melibatkan banyak pemangku 
kepentingan seyogyanyalah terjadi koordinasi yang baik agar tidak terjadi lagi 
keterlambatan penyerahan naskah APBD yang berakibat tidak efektifnya 
pembahasan sehingga terkesan terburu-buru.  
Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare sebagai salah satu 
lembaga yang membahas APBD seyogyanyalah paham dengan ketentuan-
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